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I. U M U M 
 

Pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan diarahkan 
secara bijaksana yang pada hakekatnya merupakan sistem 
pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati dan 
hewani melalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan 
sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi 
kebutuhan manusia secara lebih baik. 

 

Teknologi tepat di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan 
kehutanan yang telah ditemukan perlu disebarluaskan kepada 
masyarakat, khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar 
kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya 
ikan, atau pengelola ikan agar mereka dapat memanfaatkannya. 
Penyebarluasan tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan sekolah 
maupun jalur pendidikan di luar sekolah. 

 

Penyuluhan pada hakekatnya suatu proses pembelajaran bagi 
pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan 
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar 
teknologi, permodalan, dan sumber daya lainya, sebagai upaya 
untuk meningkatkan efisiensi usaha, pendapatan dan 
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian 
fungsi lingkungan. Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, 
penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya. 

 

Penyelenggaraan penyuluhan pada dasarnya menjadi tugas dan 
tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk 
menyelenggarakan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan 
tersedianya pembiayaan yang memadai ,antara lain, pembiayaan 
penyelenggaraan penyuluhan Pemerintah yang terdiri atas biaya 
operasional kelembagaan penyuluhan; biaya operasional penyuluh 
PNS; biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan 
biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat 
kompetensi dan melakukan penyuluhan.    
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Pemerintah melakukan pengawasan penyuluhan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan swadaya 
terhadap kelembagaan, ketenagaan penyelenggaraan, sarana, 
prasarana, dan pembiayaan melalui pengawasan pelaksanaan 
kriteria, norma dan standar, pedoman dan prosedur. Pemerintah 
juga memfasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan 
kode etik penyuluh. Organisasi profesi melakukan  pembinaan dan 
pengawasan terhadap anggotanya dengan memberikan 
pertimbangan terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran 
kode etik. Berdasarkan pertimbangan organisasi profesi, Pemerintah 
memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Berkanaan hal tersebut  di atas dan sebagai pelaksanaan  Ketentuan 
Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan, maka disusun Peraturan Pemerintah tentang 
Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan. 
 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
   Cukup jelas. 
 

 
       Pasal 2 

   Cukup jelas. 
 
 

       Pasal 3 
   Cukup jelas. 

 
 

       Pasal 4 
   Ayat (1) 
         Cukup jelas. 

 
 

    Ayat (2) 
Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan 
kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya 
dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada penyuluh 
swasta dan penyuluh swadaya dalam rangka pelaksanaan 
program penyuluhan yang disusun bersama. 
 

 

             Pasal 5 . . . 
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Pasal 5 
    Cukup jelas. 

 
       Pasal 6 

   Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”programa penyuluhan” 
adalah rencana tertulis yang disusun secara 
sistematis untuk memberikan arah dan pedoman 
sebagai alat pengendali pencapaian tujuan peyuluhan. 

 

Yang dimaksud dengan ”Standarisasi dan akreditasi 
tenaga penyuluh” adalah ketentuan untuk 
memberikan standar kompetensi kerja profesi 
penyuluh, seperti standar penguasaan metodologi dan 
materi penyuluhan. 

 
 

Huruf b 
Cukup jelas.  

 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 

 
 

Huruf d 
Cukup jelas. 

 
 

Huruf e 
Cukup jelas. 

 
 

   Ayat (2) 
                   Cukup jelas. 
 
 

   Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
 

    Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
 

   Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
       Pasal 7 

   Ayat (1)  
                   Cukup jelas. 
 

Ayat (2) . . . 
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 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan ”perlengkapan penunjang” antara 
lain jas hujan, sepatu lapangan dan pakaian kerja, 
soil/water test kit. 

 
 
 

 Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
 

       Pasal 8 
            Cukup jelas. 
 
 

       Pasal 9 
   Cukup jelas. 

 
 

       Pasal 10 
            Cukup jelas. 
 
 

       Pasal 11 
            Cukup  jelas. 
 
 

       Pasal 12 
   Cukup jelas. 

 
 

       Pasal 13 
            Ayat (1)  

Penyuluh swasta yang dibina oleh kabupaten/kota yaitu 
penyuluh yang berasal dari dunia usaha yang lingkup 
kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota.  

 

Penyuluh swadaya yang dibina oleh kabupaten/kota yaitu 
penyuluh yang berasal dari dunia usaha yang lingkup 
kegiatannya di wilayah kabupaten/kota. 

 
 

            Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
 

       Pasal 14 
   Cukup jelas. 

 
 
       Pasal 15 

   Cukup jelas. 
 
       Pasal 16 

   Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5018 
 

www.djpp.depkumham.go.id

dit
jen

 Pera
tur

an
 Peru

nd
an

g-u
nd

an
ga

n

http://www.djpp.depkumham.go.id

